QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
 NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN

BISMILLAHIRARHMANIRRAHIN

- DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
. BUPATI PIDIE JAYA,

. a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2
ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dan dalam upaya untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
khususnya disektor pajak daerah, maka
dipandang periu mengatur dan menetapkan
tarif Pajak Penerangan Jalan;
bahwa~ ___berdasarkan . pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
menetapkan Qanun ftentang =~ Pajak
Penerangan Jalan; :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

‘Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);




. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran
Negara - Republik - Indonesia Tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Negara Nomor 3987);
. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999
“tentang Penyelenggaraan  Keistimewaan
Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3893);
. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4189);
. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk'

Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan.:Negara (Lembaran:-Negara
‘Republik - Indonesia— Tahun - 2004--Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara - Republik
indonesia Nomor 4355); -
Undang-Undang  ‘Nomor 10 Tahun 2004

. tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,: Tambahan
Lembaran Negara: Republik indonesia Nomor
4389);
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8 Undang-Undang Nomor 15 “Tahun 2004
tentang =~ Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung  Jawab Keuangan Negard
(Lembaran Negara Republiik Indonesia Tahun
2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4441);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2004
‘Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia * Nomor  4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubshan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor .. 59, “Tambahan _Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ),
11.Undang-Undang Nomor Tahun 2006
tentang. ,Pemerintahan Aceh . (Lembaran
-Negara-—Republik_indonesia Tahun. 2008
Nomor - 62, Tambahan Lembaran ‘Negara

Republik Indonesia Nomor 4633 );
'12.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten - Pidie Jaya di

Provinsi  Nanggroe . Aceh Darussalam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007-Nomor S, Tambahan Lembaran Negara
“Republik Indonesia Nomor 4683 );




13.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); |

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2002
tentang Penambahan Penyertaan Modal
Negara Republik Indonesia kedalam Modal
Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.
Varuna Tita Prakarsa (Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 132);

15.Peraturan Pemersintah Nomor 58 tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17.Pefaturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
{(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
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18.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia- Tahun 2008 . Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik
" Indonesia Nomor 4815); :




49.Qanun Aceh Nomor 3. Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran
Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun
2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerab
Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007

Nomor 3). _ :

Dengan Persetujuan Bersama
AN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
. . dan :
BUPATI PIDIE JAYA
RIERUTUSKAN ©

3 i setapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG
T PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 ‘
.~ Datam Qanun ini yang dimaksud dengan:

4. Pemenntah Pusat yang selanjutnya disebut
pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2 Gubemur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang
diniin. -melalui-..suaty.. proses. demokratis yang
dilakukan berdasarkan asas langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil. -

3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

4. Pemerintah -Kabupaten adalah Pemerintah
Kabupaten Pidie Jaya. '

5. ‘Bupati adalah Kepala Pemerintahan Daerah
Kabupaten Pidie Jaya yang dipilih melalui proses

. demokratis yang dilakukan berdasarkan azas

.  langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
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6. Wakil'Bupati adalah Wakil Kepala Pemerintahan -
Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang dipilih
melalui proses demokratis - yang  dilakukan
berdasarkan asas langsung, umum, bebas ,

- rahasia, jujur, dan adil. |

7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya
vang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur
Penyelenggaraan Pemerintahan. daerah.
Kabupaten Pidie Jaya yang anggotanya dipilili:
meialui pemilihan umum. :

- 8. Perangkat Daeral Kabupaten Pidie Jaya terdiri
dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK,
Dinas, Badan dan Kantor serta tembaga Teknis
Kabupaten Pidie Jaya yang diatur dengan Qanun
Kabupaten Pidie Jaya.

9. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan
sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Pidie Jaya
yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan
dan kehidupan masyarakat Kabupaten Pidie
Jaya.

10.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak,
adalah Kkontribusi wajib kepada daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak = mendapatkan imbalan secara
langsung-dan:digunakan untuk keperluan Daerah
bagi:sebesr-besamya kenakmuran-rakyat. =~

‘11. Badan adalah sekumpulan-orany dan/atau modal

yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan

usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliput-  perseroan  terbatas,  perseroan:
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha

Milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik

daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk.

apapun, firma, kongsi, kaperasi, dana pensiun,,. -
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persekutuan, perkumpulan, yayasan, ‘organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap. -
12.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tfugas
tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai
dengan Peraturan perundang-undangan yang
berlaku. ' _
13.Pajak Penerangan Jalan adalah Pungutan
Daerah atas penggunaan tenaga listrik.
14.Perusahaan Listrk Negara yang selanjutnya
disingkat PLN adalah Perusahaan Lisirik Negara

(Persero).

15.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang
selanjutnya_disingkat SPTPD adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan
perhitungan .dan pembayaran pajak yang
terutang menurut  Peraturan  perundang-
undangan Perpajakan Daerah.

16.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SSPD adalah surat yang digunakan
oleh ‘Wajib Pajak untuk mélakukan pembayaran
atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas
Daerah atau Bendaharawan Khusus Penerima
(BKP) - yang ditetapkan oleh Bupati..

17.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat-SKPD _adalah surat kepufusan yang
menentukan-* besarnya jumiah "pajak yang
terutang.

18.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat
keputusan yang menentukan besarnya jumiah

pajak yang-terutang, jumiah kredit pajak, jumiah

kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya

sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus

dibayar.
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. 19.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang: Bayar
Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT
adalah surat keputusan ‘yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang,ﬁ telah
_ditetapkan. -

20 Surat Ketetaparn: Pa ak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya dlsmg at SKPDLB adalah surat
keputusan yang menentukan jumlah keleblhan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak
lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak

. seharusnya terutang. _

21.Surat Ketetapan Pajak ‘Daerah Nihil yang
selanjutnya disingkat - SKPDN adalah surat
keputusan yang menentukan karena jumiah’
pajak yang terutang sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit pajak.

22.Surat Tagihan Pajak Dagrah yang selanjutnya
disingkat STPD adalah surat yang melakukan
tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda.

23.Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat
Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundangﬂndangan perpajakan Daerah yang
" ‘terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, SKPDN, atau STPD. |

24.Surat Keputusan _keberatan adalah surat
keputusan  atas keberatan SKFD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap
pemctongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
yang diajukan oleh wajib pajak.

25.Surat Paksa adalah surat perintah membayar
utang pajak dan biaya penagihan pajak.
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badan usaha yang menggunakan tenaga listrik
dari PLN atau bukan PLN.
27.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk

danlatau keterangan lainnya untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
Retfribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan Retribusi Daerah. -

= 28.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
: Daerah dan Retribusi adalah serangkaian
‘tindakan yang dilakukan oleh Renyidik Pegawai
Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik,
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang
terjadi serta menemukan tersangkanya.
29.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah. Pejabat
Pegawai Negeri Sipil fertentu di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang diberi
wewenang khusus oleh undang-undang untuk
melakukan  penyidikan atas  pelanggaran
Peraturan Daerah/Qanun.

- BABE-
“NAWA; OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

(1) Pajak Penerangan Jalan dipungut kepada setiap
pengguna tenaga listrik.

(2) Obyek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga

diperoleh dari sumber lain.
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'26.Pelanggan adalah setiap orang pribadi atau

mencari, mengumpulkan, mengolah data -

listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang.
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(3) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan
yang menggunakan tenaga hstnk

Pa_sal 3

Dikecualikan dari Objek Pajak penerangan jalan
adalah :

a. penggunaan tenaga listrik oleh Instansi
Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah

- Daerah;
4w b. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri
- dengan kapasitas tertentu vyang tidak

memerlukan izin dari instansi teknis terkait: dan
c. penggunaan tenaga listrik vyang khusus
digunakan untuk tempat ibadah.

Pasal 4
(1) Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) adalah tenaga listrik yang
berasal dari PLN maupun bukan PLN/ Swasta.
(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan
yang menjadi pelanggan listrik  atau
penggunaan tenaga listrik.

. .BAB Ml
DASAR PEMGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5
&) IDasar Pengenaan Pajak adalah nitai jual tenaga
istrik :
(2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan :
a. dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN
dan bukan PLN, dengan pembayaran jual
tenaga hstnklrekenmg listrik; dan
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b. dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan
PLN dengan tidak dipungut pembayaran,
nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan
kapasitas tersedia dan penggunaan listrik
serta harga satuan listrik yang berlaku di
Daerah.

(3) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan

- berpedoman harga satuan listrik yang berlaku
untuk PLN.

| Pasal 6 | -

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut:

a. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari
PLN bukan untuk industri sebesar 10% (sepuluh
persen);, -

. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari
PLN untuk industri sebesar 3% (tiga persen);
.. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari
bukan PLN bukan untuk industri sebesar 10%
(sepuluh persen); dan
. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari
* bukan PLN untuk industri sebesar 1,5% (satu

koma lima persen).

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA
= - PERHITUNGAN PAJAK

_ Pasal 7 |
(1) Pajak yang terutang dipungut di Daerah
Kabupaten Pidie Jaya. . :
(2) Besamya Pajak yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan tarif pajak sebagaimana
~ dimaksud —dalam Pasal 6 dengan dasar
pengenaan pajak . sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5. ' ‘
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dibayarkan oleh pelanggan.
BAB V

Pasal 8
(satu) bulan takwim.

Pasal §
Pajak terutang dalam masa pajak teriadi sejak
diterbitkannya SKPD.

BAB VI

: SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH DAN

TATA CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 10

listrik bukan PLN wajib mengisi SPTPD.

==—_  (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

==1=— __ _harusdiisidengan-jelas; benar dan lengkap.
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masa pajak.

ditetapkan oleh Bupati.
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(3) Dalam hal pajak dipungut oleh PLN dan sumber
lain maka besamya pajak terhutang
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dihitung
berdasarkan jumlah rekening listrik yang

. Masa Pajak adalah jangka wakiu yang lamanya 1

(1) Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga

(3) Uniuk Pelanggan Listrik PLN, Rekening Listrik

. yang diterbitkan oleh PLN merupakan STPD.

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud. pada ayat (1)
harus disampaikan kepada Bupati paling
lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya

(6) Bentuk, isi dan Tata Cara Pengisian SPTPD
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:  Pasal 11

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud
dalam. Pasal 10 ayat (1), Bupati menetapkan
pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

(2) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN
maka pemungutan pajak dilakukan oleh PLN.

(3) Apabila Pemungutan’ Pajak bekerjasama
dengan PLN, rekening listrik dipersamakan

- dengan SKPD,

(4) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat
waktu paling lama 30 (tiga. puluh) hari sejak
SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi
berupa denda sebesar 2% (dua persen)
sebulan dan ditagih dengan menerbitkan
STPD.

. Pasal 12

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1) digunakan untuk menghitung,

" memperhitungkan  dan menetapkan pajak
sendiri yang terutang.

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah
saat terutangnya pajak, Bupati dapat
menerbitkan: |
4 SKPDKB; . . -

b. SKPDKBT; dan

_ c. SKPDN. ™™ ,

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf g, diterbitkan :

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan lain pajak yang terutang tidek
atau kurang dibayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa denda sebesar 2% (dua
persen) sebulan dihitung darl pajak yang

120




kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
wakiu paling lama 24 (dua puluh empat) :
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
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b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam
jangka waktu yang ditentukan dan telah
ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi
administrasi berupa denda sebesar 2% (dua
persen) sebulan dihitung dari pajak yang i,
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 3
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; e
dan | | | ;.

C. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak
dipenuhi, pajak yang terutang dihitung ol
secara jabatan dan dikenakan sanksi -
administrasi berupa kenaikan sebesar 25% . A
(dua puluh lima persen) dari pokok pajak
ditambah sanksi administrasi berupa denda (b
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung
dari pajgk yang kurang atau terlambat 5
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ?‘
(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat - } i
terutangnya pajak. <

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat Is

(2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data :

bary atau data yang semula belum terungkap

yang menyebabkan penambahan jumlah pajak

- .yang “terutang,~ akan— dikenakan- sanksi

~ “Tadministrasi berupa kenaikan sebesar 100% -
(seratus persen) dari jumiah kekurangan pajak
tersebut. - |

-~ {5) SKPDN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

. huruf c diterbitkan apabila jumiah pajak yang

T

terutang sama besarnya dengan jumiah kredit il
pajak- atau- pajak-tidak terutang dan tidak ada i1
kredit pajak. : |
. | i
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(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang
dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana

tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka yang
telah ditentukan, ditagih dengan ‘menerbitkan
STPD ditambah dengan sanksi administrasi
berupa denda sebesar 2% (dua persen)
sebulan.

(7) Penambahan jumlah pajak yang terutang
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak
dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan
sendiri sebelum dilakukan = tindakan
pemeriksaan.

BAB Vii
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Pembayaran pajak dilakukan dikas Daerah atau
tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai
wakyu vyang ditentukan dalam SPPD,
SKPD,SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

(2) Apabila Pajak dilakukan ditempat lain yang
ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor
ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam
atau dajam waktu yang ditentukan oleh Bupati,

: ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan
= - --Menggunakan-SSPD.. - :

. Pasal 14 ~ |
(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus
atau lunas. ' |

Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang
dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan.
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dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atay .

(3) Pembayar pajak sebagaimana dimaksud pada -

(2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada .
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(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) harus dilakukan
secara teratur dan berturut-turut dengan
dikenakan denda sebesar 2% (dua persen)
sebulan dari jumiah pajak yang belum atau
yang kurang dibayar.

(4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada
Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak
sampai batas waktu yang ditentukan setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan
dikenakan denda 2% (dua persen) sebulan dari
jumiah pajak yang belum atau kurang dibayar.

(5) Persyaratan untuk dapat menggansur dan

penundaan pembayaran seria tata cara

pembayaran angsuran dan  penundaan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud

_gada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh
upati.

_ Pasal 15

(1) Setiap pembavaran pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukii
pembavaran dan dicatat dalam buku
penerimaan.

(2) Bentlk,jenis,ist dan ukuran tanda bukii
pembayaran dan- buku penerimaan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIl
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

__ Pasal 16 :
(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat
lain yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7
(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.




- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) han setelah
tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan
atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus
melunasi pajak yang terutang.

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain
yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat-
(1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang
ditunjuk.

Pasal 17 -

Apabila jumiah pajak yang masih harus dibayar
tidak dilunasi dalam jangka wakiu sebagaimana.
ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat
Peringatan atau Surat lain yang sejenis, jumiah
pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat
Paksa.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan
Surat Paksa segera setelah lewat 21 (3ua
puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran
atau surat Peringatan atau Surat lain yang
sejenis.

Pasal 18 _
Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi
dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal
pemberitahuan Surat Paksa, Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk segera menerbitkan Suraf Perintah
. Melaksanakan Penyitaan.

‘ Pasal 195
Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum
_juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10
(sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan, Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan
penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor
Lelang Negara. -
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, Pasal 20
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan. hari,
tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru
sita memberitahukan dengan segera secara tertulis
kepada Waijib Pajak. :

Pasal 21
Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan
untuk pelaksanaan penagihan pajak Daerah
ditetapkan oleh Bupati. -- '

- BAB IX .
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN -
PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22
(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak
dapat memberikan pengurangan, keringanan
dan pembebasan pajak.
(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan
dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X _ :

ETATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
4o== KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU
e  PENGURANGAN

e SANKS! ADMINISTRAS!

Pasal 23
(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan
Wajib Pajak dapat:




a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau
SKPDKBT atau SKPDN atau STPD yang
dalam penerbitannya terdapat kesalahan
tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan
dalam penerapan Peraturan Perundang-
undangan Perpajakan Daerah;

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan
pajak yang tidak benar; dan ‘

c. mengurangkan atau menghapus sanksi
administrasi berupa denda dan kenaikan
pajak yang terutang dalam hal sanksi
tersebut dikenakan karena kekhilafan Waijib
Pajak atau bukan karena kesalahannya. .

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan,
pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi atas SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak
kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
diterima, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,SKPDN
atau STPD dengan memberikan alasan yang
jelas. .

(3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3
(tiga) - bulan sejak surat permohonan
sebagaifana-dimaksud-pada ayat (2) diterima,
sudah harus memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat wakiu 3 (tiga) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan
keputusan, permohonan pembetulan,
pembatalan, pengurangan ketetapan dan

penghapusan atau pengurangan  sanksi

administrasi dianggap dikabutkan.




BAB Xl |
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan
hanya kepada Bupati atas suatu:

a. SKPD; -

b. SKPDKB,

c. SKPDKBT;, .

d. SKPDLB; dan

e. SKPDN. _ |

(2) Permohonan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling

.lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN
diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila Wajib
Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka wakiu
itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan dituar
kekuasaannya.

(3) Bupati atau Pejabat vang ditunjuk dalam jangka

waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak

tanggal surat  permohonan  keberatan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
diterima, sudah memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas)

bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak
B . memberikan . keputusan, permohonan
=== keberatan-dianggap dikabulkan.
== (5) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud
e pada -ayat (1) tidak menunda kewajiban 2h
= | membayar pajak. - %; :
iy - %@é-
A Pasal 25 i
o g (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Banding i
; e kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu f
R 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan ‘

keberatan.
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(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak menunda kewajiban
membayar pajak.

Pasal 26 -

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 atau Banding
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikabulkan
- sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran
pajak dikembalikan dengan ditambah sebesar 2%
(dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan.

BAB Xl
TATA CARA PENGEMBALIAN
KELERBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian Kkelebihan pembavaran pajak
kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-
kurangnya:
a. nama dan alamat Wajlb Pajak;
-b. masapajak;— -
¢. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
‘d. alasan yang jelas. _
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka
wakiu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
diterimanya permohonan = pengembalian
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memberikan
xeputusan.




(3) Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilampaui, Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk tidak memberikan keputusan,
permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan
SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling
lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak |

lainnya, pengembalian kelebihan pembayaran
paiak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
langsung diperhitungkan dntuk  melunasi
terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB
dengan menerbitkan Surat Perintah Membavar
Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pernbayaran
pajak dilakukan setelsh lewat wakiu 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati
atau -~ Pejabat vang ditunjuk memberikan
imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasat 28
Apabila =  kelebihan pembayaran = pajak
diperhitungkan--dengan utang pajak lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4),
pembayarannya dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dan bukli pemindahbukuan juga
berlaku sebagai bukti pembayaran.
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- BAB Xl
KEDALUWARSA

Pasal 29
(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak,
kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5
(ima) tahun terhitung sejak saat terutangnya
pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan
Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah.
(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
atau :
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak
baik langsung maupun tidak langsung. ‘

BAB XIv
PENYIDIKAN

Pasal 30

(1) Pejabat Pegawai  Negeri Sipil  tertentu
dilingkungan = Pemerintah  Daerah  diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana dibidang
Perpajakan Daerzh.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud
pata ayat (1) adalah: o ,

a. menerima, mencari, mengumpulkan -dan
‘meneliti—keterangan ~ atau  laporan
verkenaan dengan tindak pidana dibidang
.Perpajakan Daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan
jelas; - :

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan

badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana Perpajakan daerah tersebut:

\
‘

b

keterangan mengenai orang pribadi atay
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 meminta keterangan dan bahan bukti dari

orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak - pidana  dibidang
Perpajakan Daerah; ' |
memeriksa buku-buku, catatan-catatan
dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak  pidana  dibidang
Perpajakan Daerah; ' ‘
melakukan penggeledahan  untuk
mendapatkan bahan bukli pembukuan
pencatatan dan dokumen-dokumen lain,
serta melakukan penyitaan terhadap
barang bukti tersebut;, : S
meminta bantuan tenaga ahli dalam
rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana dibidang Perpajakan
Daerah;

menyuruh berhenti, melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada
saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang atau
dokumen yang dibawa sebagaimana
dimaksud pada huruf e;

memotret seseorang Yyang berkaitan
dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
memanggl orang uniuk didengar
keterangannya—dan --diperiksa-- sebagai
tersangka atau saksi;

rmenghentikan penyidikan; dan _
melakukan tindakan lain yang periu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana
dibidang Perpajakan Daerah menurut
hukum vyang dapat dipertanggung
jawabkan. '




(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan "hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum, serta dalam melakukan
penggeledahan, penyitaan harus mengajukan
permohonan izin kepada Ketua Pengadilan
Negeri setempat dan/atau dengan surat izin
Ketua Pengadilan Negeri setempat.

.- BAB. XV
KETENTUAN PIDANA

- Pasal 31
(1) Wajb Pajak yang karena kealpaannya tidak
menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan
-tidak benar atau fidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga merugikan Keuangan Daerah
dipidana dengan pidana kurungan paling lama
1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak
2 (dua) kali jumiah pajak yang terutang, yang
. tidak atau kurang bayar. |
(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak
menyampaikan’ SPTPD atau mengisi dengan
tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
{dua) tahun. atau-pidana denda paling banyak 4
“(empat) kali jumiah pajak yang terutang yang
tidak atau kurang bayar.

Pasal 32
Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) tidak dituntut setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat
ferutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak
atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau
berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
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BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

T TR A A

Pasal 33
Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala
ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun ini
dinyatakan tidak berlaku.

A

e g, b g

Pasal 34
Hal-hal 1ain yang belum cukup diatur dalam Qanun
ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya
akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
danfatau Keputusan Bupati, sejauh tidak.
bertentangan dengan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

e A o R b PR e o 1 At R Tt M AT

Pasal 35 .
Qanun ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

pgp ¥

ey

Agar setizp orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Qanun ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

- T

Disahkan di Meureudu
pada tanggal 28 Juli. 2010 M
16 -Syaban 1431 H

TR R S S st AT e YT

BUPAT} PIDIE JAYA, . -

M. GADE SALAM




Pidangkan di Meureudu
%4 tanggal 30 Desember 2010 M |

e

24 Muhairam 1432 H :




PENJELASAN
ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

PENJELASAN UMUM

== PBahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah maka Pajak Penerangan Jalan yang selama ini
berlaku sudah dipisahkan menjadi Pajak Penerangan Jalan
0. sehingga kedua pajak tersebut perlu disesuaikan kembali
dan dalam rangka mendukung perkembangan otonomi
Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab, maka
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah
yang bersumber dari Pgndapaian Asli Daerah (PAD)
--khususnya pada Daerah pengaturannya perlu ditingkatkan
= lagi "'usaha untuk meningkatkan bidgya pengolahan dan

> pemeliharaan pajak Penerangan Jalan, maka sesuai
dengan  kewenangannya, Pemerintah  Kabupaten
menetapkan Tarif Pajak tersebut dalam suatu Qanun.
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1

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasél 3
Cukup Jelas

' Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

“Pasala. .

” Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

. Pasal 11 .
Cukup Jelas

. PENJELASAN PASAL DERMN PASAL
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pasal 12 ayat (3) huruf a dan b
Cukup Jelas I
Pasal 12 ayat (3) huruf ¢ e
-Secara jabatan adalah apabila Wajib Pajak Yang i
sudah dikiim SPTPD dan tidak menghitung sendiri
serta mengembalikan SPTPD sampai dengan jatuh L

' tempo, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat i

menghitung pajak secara jabatan.

- Cukup Jelas

-Pasal 15
Cukup Jelas
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Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas

pasal 23

:Pasal 28

=3

Cukup Jelas
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Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukub Jelas

Pasal 35
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